
L Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan · Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200'.4 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab · 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004. Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

a. bahwa untuk rnemenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun Anggaran 2016; 

· b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BUPATI REMBANG, 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI REMBANG 
NOMOR 34 TAHUN 2015 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016 
DEN GAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jarninan Sosial Nasional (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daera.h dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234}; 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negcri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3.098) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
30 Tahun 2015 tent.ang Perubahan Ketujuhbelas Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Angzota Dewan Perw.Akibn 0~1,.., ..... + n-.:.--L ,. . 1 

' ... 



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor.79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran . 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang · Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4855); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

•. 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia · 
Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik · 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59); · 

25. Peraruran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5); 

26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81}; 

2.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedornan Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tabun 2006 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 72); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81); 



Jumlah Belanja Rp l.937.216.565.110,00 
Defisit (Rp 340.649.872.610,00), 

786.002.242.110,00. Rp 

138.340.513.800,00. 
259. 780.056. 745,00 · 
387.881.671.565,00 · 

·. Rp 
.. Rp 
Rp 

Rg_ 1. 000. 000. 00~ 0.0 · 
Rp 1.151.214.323.000,00. 

Rp 808.954.601.000,00, 
Rp 37.000.000,00, 
Rp 0,00 
Rp 8.237.928.000,00. 
Rp 6.470.000.000,00 
Rp 6.455.961.000,00, 
Rp 320.058.833.000,00. 

180.807.678.500,00. 
970.288.185.000,00, 

Rp 
Rp 

b. Belanja Langsung 
1) belanja pegawai 
2) belanja barang dan jasa 
3) belanja Modal 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) belanja pegawai 
2) belanja bunga 
3) belanja subsidi 
4) belanja hibah 
5) belanja bantuan sosial 
6) belanja bagi hasil 
7) belanja bantuan 

keuangan 
8) belanja tidak terduga 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun Anggaran 2016 terdiri atas: 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana perimbangan 
c. Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah _ Rp 445.470.829.000,00, 
Jumlah Pendapatan Rp 1.596.566.692.500,00, 

Pasal 1 

Men.etapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG 
TAHUN ANGGARAN 2016 

MEMUTUSKAN : 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Rernbang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2013 Nomor 1); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 
Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2015 Nomor 3). 



Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 28 Desember 2015 .,..~-----·~·""T"""""'"~ 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBAi~.~-_r~::_,~·, ·.·:, .. \ .. " -: ~~::.:~.: 

~ : ,.. 
(,* •-v._b. - !::-: -: ·_ :-\~ 

HARi SUSANTO l ,::;~:~~~:;;':~Cl "..J 
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR 37 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 28 Desember 2015 

Pj. BUPATI REMBANG 

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Rembang. 

Pasal 6 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 5 

Penjabaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 4 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Rembang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahk.an dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Pasal 2 

0,00 

3. Pembiayaan 
a. penenmaan Rp 352.974.872.610,00 
b. pengeluaran _R~p~_1_2_.3_2_5_.o_o_o_._o_oo~,~o_o __ 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 340.649.872.610,00 
Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan Rp 



HARISUSANTO Pembina T~ I (IV/b) 
NIP. 19690911 198203 1 OU 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR 37 

ttd 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 28 Desember 2015 
Pj. SEKRETARIS DAERAH K.ABUPATEN REMBANG 

SUKO MARDIONO 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 28 Desember 2015 

Pj. BUPATI REMBANG 

ttd 

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016. 
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Rembang. 

Pasal6 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 5 

Penjabaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan 
Lampiran IV yang meru.pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 4 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II yang meru.pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Rembang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Pasal 2 

0,00 

3. Pembiayaan 
a. penerimaan Rp 352.974.872.610,00 
b. pengeluaran __:R:..:.Pc:.._____;1:.::2;;:.;.. . ..::..32:::..5.::..·.....:0_;,.0....c.0_. 0_0"'.'"""0_,_, 0 0--=--_ 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 340.649.872.610,00 
Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan Rp 


